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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Hakikatnya manusia yang diciptakan Allah SWT adalah makhluk 
sosial yang hidup bermasyarakat, artinya manusia tidak bisa hidup 
sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia akan saling membutuhkan dan 
saling melengkapi, baik itu dalam kegiatan ringan maupun sampai 
dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan manusia 
dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain jual beli, tukar 
menukar barang, pinjam meminjam, utang piutang serta kegiatan 
pemenuhan kebutuhan lainnya. Salah satu kegiatan pemenuhan 
kebutuhan yang sering dilakukan dalam masyarakat adalah utang 
piutang. Utang piutang sering dilakukan ketika seseorang sedang 
mengalami kebutuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
pendapatan, maka dari itu manusia melakukan utang piutang agar dapat 
memenuhi kebutuhan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Utang 
piutang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-qard. 
Dalam islam hutang dikenal dengan al-qard yang secara etimologi 
berasal dari kata  َق َر َض-  َ ي ْق ِر ُض  yang berarti memotong.1 Al-qard adalah 
sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun al-qard 
menurut terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang 
memanfaatkannya dan mengembalikan ganti nya di kemudian hari.2 
                                                          
1 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm. 333 
2 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, hlm. 333. 
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Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, al-qard adalah 
penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan 
pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan 
pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.3 
Memberikan bantuan piutang kepada orang lain termasuk bentuk ibadah 
bahkan Allah akan melipat gandakan dengan lipatan yang banyak. 
Sebagaimana dalil-dalil berikut:  
 َوْدُْعلاَو ِْثم ِْلاا ََلى اُْونَواََعت َلاَو ۖىٰوْقتلاَو ِ ِّْبرلا ََلى اُْونَواََعتَو ِبَاقِْعلا ُْديِدَش َ ٰ"ّا نِا ۗ َ ٰ"ّا اوُق تاَو ۖ ِنا  
 “…Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-nya.” (QS. 
Al-Maidah: 2).4 
 
 ُو اۡو& لَُوت ۡنَا ِۡبرلا َۡس(َل َو ِرِخ ٰۡلاا ِمۡوَۡيلا َو ِ ٰ"ّ,ِ َنَمٰا ۡنَم ِۡبرلا نِکٰل َو ِِبرۡغَۡملا َو ِق ِۡشرَۡملا ََل5ِق ُۡكم7َۡوُج
 َۡينِکٰسَۡملا َو یٰمٰتَۡيلا َو ٰبىۡرُۡقلا یِوَذ ٖہ ِّ5ُح َٰلى َلاَۡملا َتىٰا َو ۚ َ ّٖينِبنلاَو ِبHِٰۡکلا َو ِۃَکِٓئٰلَۡملا َۡنMا َو
 ۡNOِ سلا ٰع اَذِا ۡم7ِِۡدہَعِب َنُۡوفۡوُۡملا َو  َۚةوٰک زلا َتىٰا َو َةوٰل صلا َمَاقَا َو ۚ ِبَاِقّرلا ِفى َو َۡينِِلٓئا سلا َو ۙ ِل  ۚاۡوَُدہ
ۗ ِسۡاَۡبلا َۡين]ِ َو ِٓءا  ضرلا َو ِٓءاَسۡاَۡبلا ِفى َنaِِۡبر ّٰصلا َو...  
“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke 
barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada 
Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi,  dan 
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-
orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-
minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat 
dan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang 
yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan pada masa peperangan…” 
(QS. Al Baqarah: 177).5 
Seiring dengan perkembangan zaman transaksi utang piutang 
sekarang sudah semakin variatif dan mudah dengan adanya lembaga-
lembaga baik bank maupun non bank yang menerapakan produk simpan 
                                                          
3 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syari’ah Pasal 20 ayat (36), (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 19. 
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II, (Jakarta: Lentera Abadi, 
2010) hlm. 349. 
5
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II, hlm. 256. 
3 
  
pinjam. Akan tetapi pada lembaga-lembaga yang sudah ada sekarang ini 
masyarakat masih dibebankan dengan sistem bunga. Ekonom barat 
memahami bahwa bunga adalah harga, sewa atau biaya dari sejumlah 
uang yang dipinjam oleh orang lain.6 Bunga, menurut ekonom 
konvensional adalah biaya atas pinjaman uang. Pendapat lain 
menyebutkan bahwa bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bisa 
juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu 
tertentu.7 
Bunga bank adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh suatu 
lembaga kepada nasabah atas dana yang disimpan di lembaga yang 
dihitung sebesar prosentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka 
waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap 
pinjaman yang diberikan lembaga tersebut kepada debiturnya.8 Hukum 
ditetapkannya bunga pada akad utang piutang seperti halnya hukum riba. 
Pada tanggal 24 Januari 2004 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 
fatwa haram terhadap bunga bank di Indonesia, dengan pertimbangan:9 
1. Definisi bunga adalah sama dengan definisi riba seperti yang 
dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits. 
2. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang 
terjadi pada jaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi’ah. 
                                                          
6 Muhammad Ghafur W, Memahami Bunga dan Riba, (Yogyakarta: Biruni Press, 
2008) hlm. 10. 
7 Ibid., hlm. 5. 
8 http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bunga bank.aspx diakses pada Hari 
Kamis, Tanggal 16 Mei 2019 pukul 06:56 WIB. 
9 Heru Wahyudi, Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2015) hlm. 9-10. 
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Riba nasi’ah berasal dari kata fi’il madli   EَFََG (nasa’a) yang berarti 
menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan 
waktu yang diberikan pada pinjaman dengan memberikan tambahan atau 
nilai lebih. Riba nasi’ah identik dengan  bunga atas pinjaman.10 Dengan 
demikian, praktik pembungaan uang di Indonesia termasuk salah satu 
betuk riba, dan riba haram hukumnya, baik dilakukan oleh bank, 
asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan 
lainnya maupun dilakukan oleh Individu. Namun untuk wilayah yang 
belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan 
melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional 
berdasarkan prinsip dharurat/hajat.11 
Menurut hasil keputusan musyawarah Nasional (Munas) Alim 
Ulama Nahdlatul Ulama di Lampung 1992, terdapat tiga pendapat 
berbeda para musyawirin tentang hukum bunga bank konvensional, 
yaitu:12 
1. Pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara 
mutlak, sehingga hukumnya haram. 
2. Pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, 
sehingga hukumnya boleh. 
3. Pendapat yang mengatakan hukumnya syubhat (tidak identik dengan 
haram). 
                                                          
10 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm 71. 
11 Heru Wahyudi, Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2015) hlm. 10. 
12 https://www.nu.or.id/post/read/7970/bunga-bank-konvensional-menurut-hukum-
islam diakses pada Hari Selasa, Tangal 19 Maret 2019 pukul 15:15 WIB. 
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Pendapat pertama dengan beberapa macam antara lain sebagai 
berikut13: 
1. Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga 
hukumnya haram. 
2. Bunga itu sama dengan riba hukumnya haram. Akan tetapi boleh 
dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang 
islami (tanpa bunga). 
3.  Bunga itu sama dengan riba hukumnya haram. Akan tetapi boleh 
dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (hajah rajihah). 
Pendapat kedua dengan beberapa macam antara lain sebagai berikut14: 
1. Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga 
produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal. 
2. Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan 
riba, hukumnya halal. 
3. Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank 
hukumnya boleh. 
4. Bunga bank tidak haram, apabila bunga bank itu menetapkan tarif 
bunganya terlebih dahulu secara umum.  
Meskipun ada perbedaan pandangan, lajnah memutuskan bahwa 
pilihan yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut 
bunga bank adalah haram.15 Salah satu perbuatan riba adalah meminta 
                                                          
13 https://www.nu.or.id/post/read/7970/bunga-bank-konvensional-menurut-hukum-
islam diakses pada Hari Selasa, Tangal 19 Maret 2019 pukul 15:15 WIB. 
14 Ibid.,  
15 Heru Wahyudi, Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2015) hlm. 11-12. 
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tambahan dari sesuatu yang diutangkan supaya harta atau uang yang 
dipinjamkan kepada orang lain berlebih atau menggelebung.16  
 ،ٍْيمَُعنُْوبef gَ ََبرhْef ِبىef ْنَع ،ُنَاNْفُس َاَنث د]َ  ِاللهِدْبَع ْنَع ،ٍْليَذُه ْنَع ،ٍْس(َق َنََعل : َلَاق ،
 ِالله ُلْوُسَر –  لمس و هيل الله لىص–  ُهَِكلْؤُمَو ,َّرلا ََِكلا. ميراyا هاور}{  
 
“Abu Nu’aim mengabarkan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada 
kami dari Abu Qais, dari Hudzail, dari Abdullah, dia berkata, “Rasulullah 
SAW melaknat orang yang memakan harta riba dan yang memberi 
makan (dengan harta riba).” (HR. Ad-Darimi).17 
 
Pada dasarnya, bunga adalah pembayaran yang dikenakan terhadap 
pinjaman pokok sebagai imbalan terhadap masa pinjaman itu berlaku 
dimana modal pinjaman tersebut digunakan.18 Riba mengandung tiga 
unsur, yaitu yang ditambahkan pada pokok pinjaman, besarnya 
penambahan menurut jangka waktunya, dan jumlah pembayaran 
tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati. Semua 
transaksi yang mengandung ketiga unsur tersebut termasuk dalam 
ketegori riba.19 Hal tersebut tertuang dalam ayat-ayat al-Qur’an yang 
berbunyi: 
 ِثef ٍرافَك ُكل &ب ُِيح َلا ُ "اَو ۗ ِتَاقَد صلا ِبيُْرaَو ,َ ِّرلا ُ "ا ُقَحَْمي ٍيم  
“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Allah tidak 
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang 
dosa” (QS. Al-Baqarah: 276)20  
  تfَو ۖ ًةَفَع ـ َض &م اًف ـ َعْضef ۟آَٰوِبّرل
f ۟اوُُكلَت َلا ۟اُوَٓمfَء َنa ِ f َا &يهeٓ َي َۚنوُحِلُْفت ُْكملََعل َ "
f ۟اوُق  
 “Wahai orang orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu 
mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran :130).21 
                                                          
16 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm 69. 
17 Al- Imam Kabir Abdulloh bin ‘Abdurrahman bin Fadli bin Bahrom 
bin’Abdussomad At tamimi, Sunan Ad-Darimi, (Assamarqondi: Darul Falah, tt.) hlm. 691. 
18 http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bunga_bank.aspx diakses pada Hari 
Minggu Tanggal 12 Mei 2019 pukul 07:05 WIB. 
19 Heru Wahyudi, Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik, hlm. 2-3. 
20
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II, hlm. 420. 
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  ... ۗاٰوِبّرلا َم رَحَو َعۡيَۡبلا ُ ٰ"ّا ل]ََاَو ... 
 “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-
Baqarah: 275)22 
Pada salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di 
Karangmoncol Purbalingga, terdapat praktik tidak ditetapkan adanya 
bunga seperti halnya bank hanya saja diwajibkannya infak sebelum 
melakukan utang piutang. LKM ini yaitu LKM Bangku Lembaga 
Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) yang bertempat di Desa 
Karangsari RT 01 RW 01 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten 
Purbalingga. Lembaga perekonomian nahdlatul ulama untuk di lembar-
lembar selanjutnya disebut dengan Elpena. LKM Bangku Elpena ini 
beroperasi melayani jasa keuangan bagi masyarakat Kecamatan 
Karangmoncol Kabupaten Purbalingga khususnya warga Nahdlatul 
Ulama.  
LKM Bangku Elpena mempunyai produk pinjaman dan berbagai 
macam produk simpanan. Dalam hal ini produk simpanan yang 
dijalankan, seperti Simpanan Umum, Simpan Pinjam, Simapan 
(Simpanan Masa Depan), Simbah (Simpanan Qurban-Aqiaqah), Simpati 
(Simpanan Wisata Hati), Siwati (Simpanan Walimah), Simmastren 
(Simpanan Ormas-Masjid-Pesantren), serta Layanan Pembayaran 
Bangku Elpena. Dari semua produk yang ada, produk yang paling 
banyak diminati warga Nahdlatul Ulama di Karangmoncol adalah produk 
pinjaman.  
                                                                                                                                                    
21 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II, hlm. 39 
22
 Ibid., hlm. 420. 
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Produk pinjaman di LKM Bangku Elpena mempunyai syarat yang 
harus dipenuhi terlebih dahulu oleh calon nasabah. Syarat yang harus 
dipenuhi yaitu setiap nasabah yang hendak mendapatkan pinjaman 
(piutang) wajib untuk berinfak seikhlasnya terlebih dahulu sebelum 
mendapatkan pinjaman (piutang). Peminjaman yang dimaksud disini 
berupa uang (utang piutang). Pemberian infak ini hanya diwajibkan 
diawal ketika akan melakukan utang piutang atau dicicil. Adapun jumlah 
nilainya seikhlasnya, tanpa ada ketentuan nominal infak dan ada 
penjelasan terlebih dahulu kepada calon nasabah bahwa adanya sistem 
infak tersebut. Infak ini akan digunakan untuk kas Majelis Wakil Cabang 
Nahdlatul Ulama (MWC NU) Karangmoncol.  
Adapun arti infak secara bahasa (lughat) berasal dari Bahasa Arab, 
dari kata,   َقَفْـَنا–  ُقِفْنُـي– ًاقاَفْـِنا artinya membelanjakan atau membiayai. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia infak adalah pemberian 
(sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan; 
sedekah; nafkah.23 Sedangkan menurut terminologi syari’at, infak adalah 
mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk 
suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam.24 Allah SWT dalam 
banyak ayat telah memerintahkan umatnya untuk menginfakkan 
(membelanjakan harta) yang dimiliki, sebagaimana QS. Ash-saff :10-11. 
)  ٍيمِلef ٍباََذ ْنِم ُْكميِجُْنت ٍةَراَِتج ََلى ُْكم& لُدef ْلَه اُوَٓمf َنa ِ ااَا &يهَٓ َي١٠ ِِوُسَرَو ِ ",ِ َنُوِمُْؤت (
 َلَْعت ُْتمْنُك ْن 
ا َُْكمل ٌْيرhَ ُْكمِلَذ ُْكمِسُْفنefَو ُْكمِلاَوْمeِب ِالله ِلNOَِس ِفي َنوُدِهاَُتجَو ) َنوُم۱۱ (  
                                                          
23 Departemen Pendidikan Naional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Balaipustaka, 2000) hlm. 431.  
24 Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak dapat Dikategorikan sebagai Piutang 
Liar, vol.3, (kudus: Ziswaf, 2016), hlm. 43. 
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 “Wahai orang-orang yang beriman! maukah kamu aku tunjukkan suatu 
perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) 
kamu beriaman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah 
dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu 
mengetahui.” (QS. Ash-shaff :10-11).25 
 
 ْ  ُس ُِّكل ِْفي َلِبَان َ¡س َعْب َ¡س َْت£َْبنَا ٍة5َح َِلَثَكم ِالله ِلNْOَِس ِْفي ُْمَهلاَوْمَا َنْوُقِفُْني َْنa ِ ا َُل§َم ٍۗة5َح َُةئا ِّم ٍ َ¨ 5ُ
  ُاللهَو ٓَش ª ْنَمِل ُفِعاَُضي ُاللهَو ٌْيمَِل ٌعِساَو  
“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti 
sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada 
seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah Maha luas, Maha Mengetahui”. (QS. Al –Baqarah: 261)26 
 
Pada prinsipnya dalam pembiayaan akad utang piutang (al-qard) 
lembaga keuangan tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah 
sedikit pun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar 
digunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. Dalam ketentuan 
yang dikemukakan fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 
terkait dengan al-qard yakni point 5 bahwasannya “Nasabah al-qard 
dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada 
lembaga keuangan syariah (LKS) selama tidak diperjanjikan dalam 
akad”.27  
Namun pada kenyataannya dalam operasional, manajemen 
peminjaman di LKM Bangku Elpena mewajibkan nasabahnya untuk 
berinfak seikhlasnya terlebih dahulu sebelum mendapatkan pencairan 
pengajuan pembiayaan utang piutang. Hal ini merupakan suatu 
kesenjangan antara teori yang ada dengan praktik yang dijalankan.  Dari 
penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
                                                          
25 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II, hlm. 120. 
26 Ibid., hlm. 390-391. 
27 Neneng Nurhasanah, Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2017) hlm, 62. 
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dengan judul “Hukum Infak Wajib pada Akad Utang Piutang (Studi 
Kasus LKM Bangku Elpena Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten 
Purbalingga).” 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami 
judul skripsi maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang 
digunakan dalam penelitian. Adapun istilah-istilah tersebut adalah: 
1. Hukum Islam 
Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan 
utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan 
syarat, sebab, dan halangan untuk perbuatan hukum.28 Hukum Islam 
adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk 
mengendalikan masyarakat baik berupa al-quran, hadis dan pendapat 
sahabat maupun tabiin.29 
2. Infak Wajib 
Infak secara bahasa artinya membelanjakan atau membiayai. 
Sedangkan menurut terminologi syari’at, infak adalah mengeluarkan 
sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu 
kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Infak wajib yaitu 
mengeluarkan harta untuk perkara wajib, seperti membayar mahar 
                                                          
28 Abd. Shomad, Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 27. 
29 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 
1996), hlm. 575. 
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(maskawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih 
dalam keadaan iddah. 30  
Adapun infak wajib dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: 
infak kepada yang berhak menerima zakat, dan infak yang diberikan 
kepada pihak yang wajib diberi nafkah.31 Sebagian ulama mengatakan 
infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunnah 
dinamakan shadaqah.32 Dalam penelitian ini infak wajib yang 
dimaksud penulis adalah infak yang harus diberikan, yang menjadi 
syarat wajib agar terjadinya transaksi utang piutang. 
3. Akad 
Akad menurut bahasa yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan 
mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu 
keduanya menjadi satu benda. Akad adalah salah satu sebab dari yang 
ditetapkan syara’, yang karenanya timbullah beberapa hukum.  
Menurut istilah fuqaha, akad ialah perikatan antara ijab dengan kabul 
secara yang dibenarkan syara’, yang menetapkan persetujuan kedua 
belah pihak.33 
 
 
 
 
                                                          
30 Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Piutang 
Liar, vol.3, hlm. 43. 
31 Zainal Arifin, “Sistem Pemindahan Hak Milik Menurut Islam”, Vol. 8 (Jambi: 
Jurnal Pendidikan dan Hukum, 2014), hlm 9. 
32 Qurratul Aini Wara Hastuti, Urgensi Manajemen Zakat, dan Wakaf bagi 
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Vol. 1 (Kudus: Ziswaf, 2014) hlm 382. 
33 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Mu’amalah, 
(Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1987) hlm. 26-27. 
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4. Utang Piutang 
Utang menutut KBBI adalah (uang) yang dipinjam dari orang, 
sedangkan piutang adalah (uang) yang dipinjam dari dan yang 
dipinjamkan kepada orang lain.34 Dalam Bahasa Arab utang piutang 
disebut dengan al-qard yang menurut istilah yaitu memberikan harta 
kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan ganti nya 
di kemudian hari.35 Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, al-
qard adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan 
syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam 
untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka 
waktu tertentu.36  
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 
dengan judul skripsi ini adalah untuk mencari hukum infak yang wajib 
dilakukan untuk adanya transaksi utang piutang di LKM Bangku 
Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) Kecamatan 
Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang 
menjadi pokok permasalahan adalah: 
1. Bagaimana Praktik Infak Wajib pada Akad Utang Piutang di LKM 
Bangku Elpena Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga? 
                                                          
34 Departemen Pendidikan Naional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 1256. 
35 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm. 333. 
36 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syari’ah Pasal 20 ayat (36), hlm. 19. 
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2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Infak Wajib pada 
akad Utang Piutang di LKM Bangku Elpena Kecamatan 
Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga?   
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan dilakukannya penelitian ini guna untuk: 
a. Untuk mengetahui bagaimana praktik infak wajib pada akad 
utang piutang di LKM Bangku Elpena Kecamatan Karangmoncol, 
Kabupaten Purbalingga. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 
praktik infak wajib pada akad utang piutang di LKM Bangku 
Elpena Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. 
2. Manfaat penelitian ini yaitu: 
a. Secara teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 
berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang 
berkaitan dengan hukum Islam, khususnya di bidang fikih 
muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak 
yang akan melakukan penelitian lanjutan.  
b. Secara akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 
pengetahuan sehingga masyarakat mampu memahami dan 
menerapkan transaksi muamalah khusunya mengenai infak wajib 
pada akad utang piutang.  
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c. Manfaat praktis 
1) Bagi masyarakat 
Bagi masyarakat umum terutama warga masyarakat Nahdlatul 
Ulama (NU) agar lebih memperhatikan dalam infak wajib pada 
akad utang piutang.  
2) Bagi lembaga keuangan 
Bagi pihak lembaga keuangan untuk lebih memperhatikan 
apakah infak wajib pada akad utang piutang selaras dengan 
hukum Islam. 
E. Tinjauan Pustaka 
Adapun pustaka yang terkait dengan penelitian penulis yaitu: 
No. 
Nama / Tahun / 
Institut / Judul 
Hasil Riset Persamaan Perbedaan 
1. Siti Nur Aenah  
2005 
IAIN 
Purwokerto  
(Tinjauan 
Hukum Islam 
Terhadap 
Praktek Al-qard 
Al-Hasan atas 
Dana Zakat 
(Studi Kasus di 
BMT Dana 
Mentari 
Muhammadiyah 
Kios Pasar Pon 
Purwokerto). 
 
Hasil riset 
yaitu bahwa 
pendistribus
ian zakat 
yang 
dilakukan 
oleh BMT 
Dana 
Mentari, 
dikelola 
menjadi 
pembiayaan 
Al-qard Al-
Hasan 
sudah 
sesuai 
dengan 
ketentuan 
hukum 
syariah. 
Persamaanny
a dengan 
yang saya 
teliti itu sama 
sama 
membahas 
tentang akad 
utang piutang 
dan hukum 
Islam. 
Perbedaanny
a yaitu objek 
penelitian ini 
adalah BMT 
Dana Mentari 
Muhammadi
yah Kios 
Pasar Pon 
Purwokerto 
sedangkan 
yang saya 
teliti adalah 
LKM Bangku 
Elpena. 
Skripsi ini 
membahas 
tentang 
praktik akad 
al-qard al-
hasan 
sedangkan 
yang saya 
teliti adalah 
al-qard al-
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hasan.  
2. Ririn Dwi 
Kurniasih   
2005  
IAIN 
Purwokerto 
(Tinjauan 
Hukum Islam 
Terhadap 
Praktik Utang 
Piutang di 
Koperasi 
Pegawai 
Republik 
Indonesia 
Mempeng 
Kecamatan 
Kaligondang 
Kabupaten 
Purbalingga). 
 
Hasil riset 
yaitu bahwa 
praktik 
utang 
piutang di 
KPRI 
Mempeng 
telah 
memenuhi 
syarat dan 
rukun serta 
mengandun
g prinsip 
muamalah 
yaitu 
adanya 
unsur saling 
rela, serta 
persamaan 
hak dan 
kewajiban 
di antara 
sesama 
manusia. 
Persamaanny
a dengan 
yang saya 
teliti adalah 
sama-sama 
membahas 
tentang utang 
piutang dan 
hukum Islam. 
Perbedaanny
a yaitu objek 
penelitian ini 
adalah 
Koperasi 
Pegawai 
Republik 
Indonesia 
Mempeng 
Kecamatan 
Kaligondang 
Kabupaten 
Purbalingga 
dan yang 
saya teliti 
adalah LKM 
Bangku 
Elpena. 
Skripsi ini 
tidak 
membahas 
tentang infak 
sedangkan 
skripsi saya 
membahas 
tentang infak. 
3. Dwi Indah 
Inayati 
2008 
UIN Sunan 
Kalijaga 
Yogyakarta 
(Al-qard Al-
hasan pada 
BMT Ahmad 
Dahlan Cawas 
Prespektif 
Hukum Islam). 
 
Hasil riset 
yaitu 
hukum 
tambahan 
nilai dalam 
akad al-
qard al-
hasan 
adalah 
murni 
hukumnya 
riba, kecuali 
telah 
disepakati 
bersama. 
Persamaanny
a dengan 
yang saya 
teliti adalah 
sama-sama 
membahas 
tentang utang 
piutang dan 
sama-sama 
menggunaka
n prespektif 
hukum Islam. 
Perbedaanny
a yaitu objek 
penelitian ini 
adalah BMT 
Ahmad 
Dahlan 
Cawas 
sedangkan 
yang saya 
teliti adalah 
LKM Bangku 
Elpena. 
skripsi ini 
membaha 
akad al-qard 
al-hasan, 
sedangkan 
skripsi saya 
menggunaka
n akad al-
qard. 
16 
  
4. Niniek 
Rohmawati  
2009 
UIN Sunan 
Kalijaga 
Yogyakarta 
(Tinjauan 
Hukum Islam 
Terhadap 
Jaminan dalam 
Al-qard Al-
hasan di BMT 
HIRA Desa 
Gabungan kec. 
Tanom Kab. 
Sragen).  
Hasil riset 
yaitu 
jaminan 
yang ada di 
pembiayaan 
al-qard al-
hasan yang 
memang 
diperbolehk
an menurut 
hukum 
Islam 
Persamaanny
a dengan 
yang saya 
teliti yaitu 
sama-sama 
membahas 
tentang utang 
piutang dan 
hukum Islam, 
Perbedaanny
a yaitu objek 
penelitian ini 
adalah BMT 
HIRA Desa 
Gabungan 
kec. Tanom 
Kab. Sragen 
sedangkan 
yang saya 
teliti yaitu 
LKM Bangku 
Elpena. 
Skripsi ini 
membahas 
tentang 
jaminan 
sedangkan 
skripsi saya 
tidak 
membahas 
hal tersebut. 
Skripsi ini 
tidak 
membahas 
tentang infak, 
sedangkan 
skripsi saya 
membahas 
tentang infak. 
Skripsi ini 
menggunaka
n akad al-
qard al-hasan 
sedangkan 
skripsi saya 
menggunaka
n akad al 
qard.  
5. Erna Winarti 
2009 
UIN Sunan 
Kalijaga 
Yogyakarta 
(Infak sebagai 
Ganti Rugi atas 
Keterlambatan 
Angsuran di 
Skripsi ini 
menjelaskan 
tentang 
penarikan 
infak 
sebagai 
ganti rugi 
keterlambat
an Hasil 
Persamaan 
dengan yang 
saya teliti 
adalah sama-
sama 
membahas 
tentang infak 
dan hukum 
Islam. 
Perbedaanny
a yaitu objek 
penelitian ini 
adalah BMT 
Subulussalam 
Sleman 
sedangkan 
yang saya 
teliti yaitu 
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BMT (Studi 
kasus di BMT 
Subulussalam 
Sleman).  
riset yaitu 
pembayaran 
dari pihak 
nasabah 
kepada 
pihak BMT 
tidak 
sejalan 
dengan 
hukum 
Islam, sebab 
infak 
merupakan 
pengeluaran 
yang suka 
rela bukan 
pengeluaran 
yang 
dipaksa. 
Akan tetapi 
jika infak 
dikembalika
n lagi ke 
kata denda 
maka hal 
tersebut 
diperbolehk
an sesuai 
dengan 
fatwa 
Dewan 
Syariah 
Nasional. 
LKM Bangku 
Elpena. 
Skripsi ini 
membahas 
tentang infak 
sebagai ganti 
rugi atas 
keterlambata
n angsuran, 
sedangkan 
skripsi saya 
membahas 
tentang infak 
wajib pada 
akad utang 
piutang. 
6. Sutarmi  
2004 
UIN Sunan 
Kalijaga 
Yogyakarta 
(Penetapan 
Hukum Infak 
dalam Akad Al-
qard Al-Hasan 
(Studi kasus di 
BMT Bina 
Ihsanul Fikri 
[BIF] Kota Gede 
Yogyakarta).  
Hasil riset 
yaitu 
hukum 
penetapan 
infak pada 
akad al-
qard al-
hasan di 
BMT Bina 
Ihsanul 
Fikri yang 
tidak sesuai 
dengan 
hukum 
Islam, 
Persamaanny
a dengan 
skripsi saya 
yaitu sama-
sama 
membahas 
tentang infak 
dan utang 
piutang. 
Perbedaanny
a yaitu objek 
penelitian ini 
adalah BMT 
Bina Ihsanul 
Fikri [BIF] 
Kota Gede 
Yogyakarta 
sedangkan 
yang saya 
teliti yaitu 
LKM Bangku 
Elpena. 
Skripsi ini 
membahas 
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karena 
besarnya 
dana infak 
yang 
ditetapkank
an oleh 
pihak BMT, 
yang 
dilakukan 
disetiap 
angsuran 
dapat 
membebank
an nasabah. 
tentang infak 
di setiap 
angsuran 
sedangan 
skripsi saya 
membahas 
infak yang 
menjadi 
syarat pada 
akad utang 
piutang. 
Skripsi ini 
menggunaka
n akad al-
qard al-hasan 
sedangkan 
skripsi saya 
menggunaka
n akad al 
qard. 
7. Sri Suci Asih 
2016 
 IAIN 
Purwokerto 
(Praktek Akad 
Al-qard Al-
Hasan pada 
Produk 
Pembiayaan 
Pinjaman dalam 
Prespektif  
Hukum 
Ekonomi 
Syari’ah (Studi 
Kasus di BMT 
El-Mentari 
Karangwangkal)
. 
Hasil riset 
yaitu akad 
al-qard al-
hasan di 
BMT El-
Mentari 
Karangwan
gkal yang 
ternyata 
ketentuan 
umum di 
dalam surat 
akadnya 
lebih 
cenderung 
ke 
murabahah. 
Serta dalam 
praktiknya 
ternyata 
tidak sesuai 
dengan 
akad yang 
dipakai dan 
disepakati 
bersama 
bahkan 
lebih 
Persamaanny
a dengan 
skripsi saya 
yaitu sama-
sama 
mebahas 
utang 
piutang, dan 
hukum Islam. 
Perbedaanny
a yaitu objek 
penelitian ini 
adalah BMT 
El-Mentari 
Karangwang
kal, 
sedangkan 
yang saya 
teliti yaitu 
LKM Bangku 
Elpena. 
Skripsi ini 
tidak 
membahas 
tentang infak, 
sedangkan 
skripsi saya 
membahas 
tentang infak.  
Skripsi ini 
menggunaka
n akad al-
qard al-hasan 
sedangkan 
skripsi saya 
menggunaka
n akad al 
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cenderung 
ke 
mudarabah. 
qard. 
 
(Tabel 1. Tinjauan Pustaka) 
 
Dari penelaahan literatur yang ada, sudah banyak yang meneliti 
tentang utang piutang tetapi belum ada yang spesifik tentang Hukum 
Infak Wajib pada Akad Utang Piutang di LKM Bangku Elpena 
Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk mengetahui gambaran yang jelas serta pembahasan yang 
mudah, maka disusunlah sistematika dalam skripsi ini yang terdiri dari 
tiga bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup, yaitu: 
Bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang 
latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan 
dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua yaitu landasan teori yang berisi kajian umum tentang 
penerapan infak wajib yang memuat gambaran umum tentang utang 
piutang, meliputi pengertian, syarat, rukun, serta gambaran umum 
tentang infak, pengertian, dasar hukum infak, serta hikmah adanya infak. 
Bab ketiga yaitu  tentang metode penelitian, yang meliputi tentang 
jenis penelitian, sifat penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik 
pengumpulan data dan metode analisis data.  
Bab keempat yaitu penyajian dan analisis data, yang berisi analisis 
dan peninjauan hukum Islam terhadap penerpan wajib infak pada akad 
20 
  
pinjam meminjam di LKM Bangku Elpena Kecamatan Karangmoncol, 
Kabupaten Purbalingga.  
  Bab kelima merupakan penutup yang berisikan dengan 
kesimpulan dan saran. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pembahasan mengenai Hukum Infak Wajib pada Akad Utang 
Piutang (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bangku 
Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) Kecamatan 
Karangmoncol Kabupaten Purbalingga), telah penulis uraikan dalam bab-
bab sebelumnya, dari uraian tersebut penulis dapat memberikan 
kesimpulan: 
1. Praktik infak wajib pada akad utang piutang di LKM Bangku Elpena 
merupakan utang piutang bersyarat. Artinya dalam utang piutang 
tersebut harus ada syarat yang terlebih dahulu dipenuhi, yaitu berupa 
infak perjuangan NU secara ikhlas. LKM Bangku Elpena tidak 
menetapkan batasan minimal infak tersebut, namun apabila calon 
nasabah menanyakan secara paksa, barulah LKM Bangku Elpena 
menyatakan 1%, tetapi jika dibawah 1% pun diperbolehkan.  
Setelah infak wajib tersebut terpenuhi barulah pencairan dana 
pembiayaan yang diajukan. Calon nasabah yang tidak berkenan 
memberikan infak tersebut maka pihak LKM Bangku Elpena 
menolak proposal pembiayaan yang diajukan. Artinya infak 
perjuangan Nahdlatul Ulama ini berdasarkan kesepakatan kedua 
belah pihak yaitu pemberi utang (muqrid) dan penerima utang 
(muqtarid) tanpa adanya unsur pemaksaan salah satu pihak.  
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Sedangkan faktor yang melatarbelakangi praktik infak wajib pada 
akad piutang ini adalah agar warga Nahdlatul Ulama (NU) dan 
organisasi Nahdlatul Ulama (NU)  di Kecamatan Karangmoncol bisa 
mandiri dan melatih sifat berbagi untuk perjuangan Nahdlatul Ulama 
(NU). 
2. Adanya tambahan infak wajib pada akad utang piutang tersebut 
sesuai dengan hukum Islam, yaitu tambahan yang diberikan dengan 
prinsip muamalah:249  
 َ¶َلْصَم ْنِم َنَكا ٍط َْشر &ُكل ٌزِا³ََُوَهف ُهاََضHْقُم ْنِم ْوef ِدْقَعلا ِة  
“Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad 
tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan”. 
 ِفي ُلْصَْلاَا  َِدقاَعتل,ِ ُهاَم َِْتزلااَم ُهُتَجNْ£َِنَو ِْنaَدِق اََعتُْملَا َضىِر ِدْقَْعلا  
“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak 
yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.” 
Persyaratan infak wajib pada akad utang piutang di LKM 
Bangku Elpena tidak mengandung unsur kezaliman serta tidak 
mengakibatkan keterpurukan kepada pihak nasabah (muqtarid). 
Selagi kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan maka syarat yang 
diberlakukan tidak dilarang. Semua itu dilihat dari latarbelakang 
serta akibat yang ditimbulkan kepada kedua belah pihak yang 
bertransaksi. Selain itu, persyaratan infak juga digunakan untuk 
melatih warga Nahdlatul Ulama agar terbiasa berbagi terutama untuk 
perjuangan Nahdlatul Ulama (NU). Dana infak yang terkumpul akan 
disalurkan kembali untuk manfaat kegiatan warga Nahdlatul Ulama 
(NU) di Kecamatan Karangmoncol. Artinya infak di LKM Bangku 
                                                          
249 A. Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fikih, hlm. 130. 
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Elpena yaitu infak yang “dari oleh dan untuk warga Nahdlatul 
Ulama (NU).”  
B. Saran-Saran 
Untuk para karyawan LKM Bangku Elpena tetap 
mempertahankan sikap pelayanan yang ramah dan rasa kekeluargaan 
dengan para nasabah. Meningkatkan kedisiplinan terutama dalam 
jam masuk kerja serta mengaktifkan program-program pembiayaan 
yang lain. Hal ini bertujuan agar warga masyarakat Nahdlatul Ulama 
(NU) di Karangmoncol akan semakin tertarik dengan LKM Bangku 
Elpena. 
Sebaiknya LKM Bangku Elpena untuk segera mempunyai 
legalitas hukum. Sehingga lembaga tersebut tidak hanya sebagai 
badan otonom Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama 
(NU) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tetapi 
menjadi lembaga yang berbadan hukum dengan surat keputusan 
(SK) pendirian.    
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